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1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonetria Tahun 1945; 

2. Undang-Undan.g Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daereh-Daerah Kabupaten Da1ain 
Lingkungan Propin$i JllW& Tenph; 

3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent.ang 
Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indoneeia Tahun 2014 Nomor 6t Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonefJia Nomor 5494); 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib 
administra.si mutasi pegawai negeri sipil di 
lingkun.gan Pemerintah Kabupaten Purworcjo serta 
untulc kelancaran pelakaanaan penempatan pegawai 
negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerint.ah 
Kabupaten Purworejo, perlu diausun. ditetapkan 
dan diterapkannya pedoman mutasi pegawai negcri 
di lingkungan Pemerinrah Kabupaten Purworejo; 

c. bahwa berdasarka» pertimbangan ~bagaimana 
dimaksud pada huruf a. dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

Menimbang a. bahwa setiap pegawai negeri s.ipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah dapat dimutasi tugas dan/atau 
lokasi antar unit kerja da1am l (satu) Perangkat 
Daerah, antar-Perangkat Daerah, antar-Pemerintah 
Daerah at.au antar-Pemerintah Daerah dengan 
Instansi Pusat: 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPA1EN PURWORE.10 

TENTANG 

PERATURA.N BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 20 TAHU!f 2016 

BVPATIPURWOREJO 
PROVDl'SJ JAWA TERCAH 

ISALINAN! 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang diroekllud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati eebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakaanaan uruaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.. 

3. Bupati edeleh Bupati Purworejo eelaku Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya dising)cat PPK, 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan meneta.pkan 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhennan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di 
instanai pemerintah sesuat dengan ketentuan peraturan 
perunde.ng-undangan. 

5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya dtsebut Selcd&, adalah 
Sekreta.ris Daerah Kabupaten Purworrjo Rfaku J>ejabat yang 
Be.noienang. 

6. Pejabat yang Benvenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan meleksenakan proses pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara seeuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Badan Kepegawaien Oaerah, yang selanjutnya disingkat BKD, 
adalah Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo. 

Pasal I 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATJ TENTANG PEDOMAN MUTASl 
PEGAWAJ NEGERI SIPJL DI lJNGKUNGAN 
PEMER!NTAH KABUPATEN PURWOREJO. 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 NoJDOT 244, tambahan 
Lembaran Nega1'11. ReJ)l.lblik Indonesia Hornor 55871, 
eebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, tambhan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679J; 
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8. Kepala Sadan Kepegawaian 06.erah, yang eelanjutnya dieingkat 
Kepe.la BXD, adalah KepB]a Sadan Kepegawaian Daerah 
Kabupatrn Purworejo. 

9. Perangkat Daerah adalah Penuigkat Daerah di lingkungan 
Pemerintab Kabupaten Pwworejo. 

IO. Unit ~lakeena Teknie, selanjutnya disingkat UPI', adalah Unit 
Pelakaana Tekni11 pada Perangkat Daerah. 

11. loatanlli Pusat adalah kementerian, lembaga pemerfntah 
nonkementerian, keselcretariatan lembaga negara, dan 
keeekretariatan lembaga nonatruktural. 

12 . .Pegawai Negeri Sipil yang aelanjutnya diaingkat PNS, adalah warp 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. di.angkat aebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Nepra lleCara tetap oleh Pc;jabat Pembina 
Kepepwaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Pepwa.i Negeri Sipil Daerah, yang se!anjutnya disingkat PNSO, 
adalab PNS di !ingkunpn Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

14. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat 
CPNSD, adalah CaJon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo. 

15. Nomor lnduk Pegawai, yang aelanjutnya diaingkat NIP adalah 
nomor yang diberikan k:epada PNS aebagai identitas yang memuat 
tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan 
pertama .ebagai CPNS/PNS, jenis lrelamin CPNS/PNS dan nomor 
urut CPNS/PNS. 

16. Penempatan PNS adalah penempatan PNS pada jabatan se!luai 
fonnasi PNS dan/atau kebutuban organiaasi. 

17. Masa kerja edalah maaa pcmgeh:Jien PNS sejak dianglcat menjadi 
CPNS sampai dengan diberhentikan 9ebagai PNS. 

18. Kenaikan pangkat adalah auatu bentuk penghargaan kepada PNS 
atas prestaai kerja dan pengabdiannya. 

19. Pembinaan kariT PNS eda]ah peml>irlean yang perlu dan barua 
dilakukan agar karler PNS jelaa dan dapst dipertaJ'lgungjawabkan 
dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keaerasian antara 
jabatan, pangkat, pendidikan ti>nnaJ, pendidilcan dan pelatihan 
jabatan, kompetenai, sert.a. penplaman kerja PNS sejak 
pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu se.rnpai dengan 
pemberhentian sebagai PNS. 

20. Mutaai adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi 
PNS dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja yang lain baik 
antar SKPD maupun antara Pemerintah Kabupaten Purworejo 
dengan Pemerintah, Pemerintah J>rovinai .Jawa Tengah, Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota lain. 

21. Mutaai Dalam daerah adaJah perpindahan jabatan, tugaa dan 
wilayah kerja begi PNS dari SICPD Ice SKPD lain. 

22. Mutau Maauk adalah perpindahan jabs.tan, tugas dan wilayab kerja 
begi PNS dali Kementerian/Lembap Pemerintah non 
Kementerian/Pemerintah Provinal Jawa Tenp.h/Pemerintah 
Provinal/Kabupaten/ Kora lain ke Pemerintah Daenih. 
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(4) Mutasi Kc:luar sebllgaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf b, tc:rdiri 
atas: 
a. Mutasl ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalasn Provins[ 

Jawa Tengah; 
b. Mutasl kc Pem.erintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ 

Kot.a. di IU81' Provin11i Jawa Tengah; atau 
c. Mucasi Ire In11tansi Pueat. 

(2) Mutasi Dalam Daerah, meliputi: 
L Mutasi dalarn l {satu) Peranglcat Daerah; dan 
b. Muwi an tar Perangkat Daerah. 

(3) Mutasi Masul£ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
atas: 
e.. Mutaai dari Pernerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provimli 

Jawa Tengah; 
b. Mutaai dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ 

Kata di luar Provinsi Jawa Tengah; a tau 
c. Mutasi dari lnstansi Pusat, 

11} Mutasi PNS mellputi: 
a. Mutasi Dalam Daerah; 
b. Mutasi Maauk; dan 
c. Mutaai Keluar. 

Paeal 2 

Bagian Kcsatu 
Jenis Mutasi PNS 

MUTASI PNS 

BAB II 

23. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tups dan wilayah kerja 
ba8i PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/ Lembap 
~rintah non Kcmenterian/ Pemerlntah Provinsi Jawa Tengah/ 
P.:merintah Provimsi/ Kabupaten/ Kota lain. 

24. Tim Pcrtimbe.ngan Mutasi adalah Tim yang dlbentuk clan ditetapkan 
olch Bupati, yang mempunyai tups memberikan pertimbangan 
kepada Bupati terhadap setiap pengajuan Mutasl. 

25. Sekretariat Tim Pertimbangan Mutaai adalah Sekl'etariat Tim 
Pcrtimbangan Mutaai Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

26. Pcnilaian prestasi kerja at.au diaebut juga dengan penilaian kinerja 
adalah suatu aistem formal dan terstruktur yang mengukur dan 
menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil k.erja 
pegawai di linglcugan Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

27. Pemohon adalah setiap PNS yang mengajukan pennohonan Mutasi. 
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(1) Permohona.n Mutaai dalarn l (aatu) Permgkat Oa.erah eebagairnana 
dimakaud dalam Paaal 2 ayat (2) huruf a yang diajukan secara 
pribad.i oleh PNSD harua dilakukan dengan melampirkan 
persyaratan sebegai berikut: 
a. surat pernyataan peraetujua.n dari Kepala Pcrangkat Daerah; 
b. aurat pemyataan persetujuan pelepasan dari Kepala Unit 

Kerja/UPl'/Sekolah Menengah Pectama/Atas/Kejuruan asal; 

12) Setiap PNSO dapat mengajukan/ diaju.kan Mutasi apebila 
mrmenuhi kententuan aebega.i berilcut: 
a. tida.k pemah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 

atau sedang dalam I (satu) tahun terakhi.r: 
b. mempunyai masa kerja/ pengabd.iall pada Perangkat Daerah 

asal paling sedikit 2 (dua) tahun; 
c. tidak eedang melaksana.kan izin belajar/tugas belajar, 
d. mempunyai nilai prestasi kerja yang sekurang-lcurangnya 

bemilai baik pada setiap unaur penilaian dalam 2 fdua) tahun 
terakhir; 

e. tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri atau dibebaskan 
dari jabatan organik; 

f. tidak sedang dalam proaes peroeraian/perkara pidana. 

Pa.sal s 

(1) Untuk mencukupi formasi kebutuhan PNS d.i setiap Perangkat 
Oaerah male.a aetiap PNSD dapet mengajuka.o/ diajukan Mutasi 
Dalam Daerah. 

Pasal 4 

Bagia.n Kedua 
Mutasi Dalam Daerah 

Mutaai PNS c:Ulakukan dengan prinsip sebepi bcrilc:ut: 
a. kooli6kasi, yaitu pemindaha.o dapat dilakukan apabila memenuhi 

aspek kt•olifikasi pendidikan yang dibutuhkan olch ~t 
Daerah; 

b. kompctensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan kuisioner, 
wawancara perilaku dan pcnelusuran rekam jejak PNS; 

c. adil dan wajar, yaitu bahwa proses Mutasi dilakukan same kepada 
aemua PNS yang akan mengajukan pcrnindahan tanpa 
membedakan asal-usul, egema, ras dan kecacatan; 

d. terbuka, yaitu proses mutasi dari mulai penetapan kebutuhan 
formaai PNS Mutasi sampai ditetapkan keputusan pemindahan, 
dilakukan seeara terbuka; 

e. a.lruntabilitas, yaitu bahwa proses Mutasi yang dilakukan dape.t 
dipermnggungjawabkan secara administraai dan hukum 
kepegawaian; 

r. kebutuhan, yaitu pemindahan dapat dilakukan karena didasa.rkan 
kebutuhan formaai organiaasi Perangkat Daerah. 

Pasal 3 
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(3) Permohonan Mutasi Dalam Da.erah aebapiroana d.i.maksud dalam 
Pasal 2 karena kepentingan organiaaai, diajuk.an dengan 
melampirkan perayaratan sebapi berikut: 
a. aurat permobonan darl Kepala Perangkat Daerah penguaul; 
b. Persyaratan aebagai.mana dimaksud pacla ayat (lJ huruf i, 

huruf j da.n huruf I; 
c. berita acara basil rapat/kepulU88.n terkait dengan kebijakan 

Mutaai Oalam Daerah karena kepentingan organiaaei. 

(2) Permohonan Mutasi antar Perangkat Daerah aebapiJrul.rul 
dim.aksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang diajukan aecara 
pribadi oleh PNSD harus dilakukan dengan mela.mpil'kaD 
persyaratan yang meliputi: 
a. surat pemyataan perseuuuen pelepa..an dari Kepala Perangkat 

Daerah ual; 
b. surat pernyetaan persetujuan penerimaan dari Kepala 

Perangkat Daerah yang dituju; 
c. pereyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayar (JJ huruf d 

sarnpai dengan huruf p. 

c. surat pemyataan peraet\.\juan penerim.aan dari Kepe.la Unit 
Kerja/UPf/Sekolah Menengah Pertama asal yang dituju; 

d. surat pemyataan tida.k sedang melaksanakan izin belajar/tugas 
belajar; 

e. aurat keteranpn mempunyai masa kerja/pengabdian pada 
Perangkat Daerah asal paling sedikit 2 (dua) tahun, yang 
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; 

f. surat keterangan tidak pemah/aedang dijatuhi hukuman 
disiplin tingka.t berat atau aedang dalam 1 [satu] tera.kh.ir yang 
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; 

g. surat keterangan tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri 
atau dibebaakan dari jabatan orpnik yang ditandatangani oleh 
Kepala Perangkat Daerah; 

h. surat ketenmgan tidak sedang dalam proses perceraian/perkara. 
pidana dari instansi yang berwenang; 

i. fotokopi 88.h keputusan CPNS yang dilegalieir; 
j. fotokopi 88.h keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir; 
k. fotokopi aah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang 

dilegalisir; 
I. fotokopi keputusan konverai NIP baru yang dilega.li&ir; 
m. fotokopi kartu pega wa.i yang dilegalislr, 
n. fotokopi sah haail penilaian prestaai kerja yang sekurang 

kurangnya bemilai baik pad& setiap unaur penilaian dalam 
2 (dua) tahun terakhir, yang dilegalisir; 

o. fotokopi 88.h ija.zah pendidikan terakhir yang dilegalisir; dan 
p. daftar riwayu.t hidup. 
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{I) Setiap PNS dari luar Pemerint:ah Daerah dspat mengajukan 
permohonan Mutasi Malluk.. 

(21 Permohonan Muta&! Maauk aebap.imana dimal<sud pada ayat (1) 
ha.rue diaertai dengan alaean jelas clan memenuhl ketentuan 
aebagai berilcut: 
a. aehat jaamani da.D rohani yang dinyatakan oleh tim dokter 

pemerintah; 
b. berusia palin$ ti.nggi 45 tahun, memiliki Pangkat/Oolongan 

ruang paling tinggi Penata Muda Tinglcat I 011/b), khuaus untuk 
jabatan fungsional tertentu merniliki Pang)cat/Oolongan ruang 
paling tinggl Pena.ta Tlngkat I (Ill/ d}; 

Paaal 7 

(3) Mutasi Oalam Daerah sebagaime.na dimal<:sud dalam Pasal 2 yang 
diajukan berdaaarkan kepentingan organiaasi dilakukan deng.an 
tata care. aebagai berikut: 
a. pennohonan secara tertulis oleh Kepe.la Perangkat Daerah 

kepada Bupati u.p. Kepala BKD dengan dilampiri persyaratan 
aebqajmana dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (3); 

b. dilakukan aelekai fonnaai, kompetensi, kinerja dan kajian non 
teknis terhadap aetiap permohon.an Mutatli; 

c. aelebi dllakukan melalui Tim Pertimbanpn Mutaai 

Bagian Kedua 
Mutaw Masuk 

{I) Mutaai dalaJn I (satu) PeranJ!)<a.t Da.erah aebagairnana dimaksud 
dalam Pa!lal 2 ayat (21 huruf a yang diajukan secara pribadi oleh 
PNSD dilakukan dengan tata cara aebagai berikut: 
a. permohonan secara tertulia dan diketahui oleh Kepala Unit 

Ker.fa/ UPT /Sekolah Menengah Pertama/ Atas/Kejuruan 
diajukan kepada Kepala BKD melalui Kepala Perangkat Daerah 
dengan dilampiri peNyaratan eebagaimana dirnaksud dalam 
Paeal 5 ayat (1); 

b. dilakukan seleksi forma.ai, kompetensi, kinerja dan kajian non 
teknia terhadap aetiap permohonan Mutasi; 

e. seleksi dilakukan melalui Tim Pertimbangan Mutasi. 

(2) Mutasi antar Perangkat Daerah aebagaima.na dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (21 huruf b yang diajukan secara pribadi oleh PNSD 
dilakukan dengan tata cara sebaga.i berikut: 
a. pennohonan seeara tertulis dan diketahui oleh Kepala 

Pemngka.t Daerah diajukan kepada Bupati u.p. Kepe.la BKD 
dengan dilampiri perayaratan aebagaimana dimaksud dalam 
Palllll 5 ayat (2); 

b. di.lakukan selebi formaai, kompetensi, kinerja dan lcajian non 
teknie terhadap 11etia.p pennohonan Mutaai; 

c. seleksi dilakukan melalui Tim Pertimbangan Mutasi. 

Pasal 6 
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e. memiliki kuali6kasi pendiclikan paling rendah Sarjana untuk 
jabatan fungaional guru; 

d. slap bekerja dan bersedia ditempetkan di selurub "ii.ayah Daerah; 
e, tidak menuntut dalamjabatan struktural; 
r. tidak dalain p1oaea pereeraian; 
g. tid.ak -iang dlberhentikan dari jabatan nese,i atau d.ibebaslcan 

dari jabatan orpnik; 
h. rerdapa.t fonnasi lowongyang biaa dii.si dan t:enaganya dtbutuhkan 

Pemerintah Daerah; 
i. Pemohon selama bekerja di lnetanai Puaat atau Pemerintah 

Provimi/Kabupaten/Kota. asal melalrflBnakan tugas denpn baik 
yang dinyatakan oleh paling rendah Pejabat Eaelon II; 

j. mempun,yai nilai prestasi kerja yang paling aedikit bernilai ba.ik 
pada setiap unsur penilaian da1ain 2 {dual tahun terakhir; 

k, tidak pemah/sedeng dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau 
aedang delarn 1 (satu) terakhir; 

L tidak delero proees pemeriksaan atau aedang menja.lani hukuman 
disip!in seda.ng atau berat dim/ atau t:idak sedang berperkara 
dalam pengadilan; 

m. telah mendapa.t persetujuan atau rekomendaei mutaai dari PPK 
pada lnSWlsi Pusat atau P'emerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
!181ll; 

(3) Permohonan Muta.ei Masuk aebepimana dimakaud pada ayat (1) 
diajukan dengan melampirkan perayaratan sebtlgai berikut : 
a. fotokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisi.r; 
b, fotokopi sah keputuaan penpngkatan PNS yang dil~)ieir; 
c. folX>kopi eah keputuaan kenaikan pangkat terakhir yang 

dilqe)iwir; 
d. fotokopi keputuaen konverai NIP haru yang d.ilepllair (apabile 

Ada); 
e. fotokopi kartu pegawai yang dilegalieir; 
f. fotokopi keputul!llll penpnglr.atan dalarn jabatan funpi,onaJ 

l1ei llei,tu yang dilegaliair {ba&i jabatan funpional tmentu); 
g. fotDkopi eah ha8il perdlai•n pie,,1Blli Rljll yang eekurang 

kumngnya bemilai baik pada aetiap unsur penilaian daJam 
2 (dua) lahun terakhir, yang dilegalisir; 

h. fotokopi Bah ijazah pendidikan terakhir dilegalisir 
i. fotokopi kepurusan penyesuaian daJam Jabatan Fungsional Guru 

(untuk golongi,n/roang nI/a ke ataa) yangdil~pliair; 
j. SW1lt larteranpn asli dan diw,datanpni oleh pejabat yang 

be:wenang: 
1. tidal< da)am j.110&:3 pemeriksaan atau aedang menjalani 

huktrnvm diaiplin sedang atau bemt berdasarlam peraturan 
yang berlaku dan at.au tidak seilang berperkara dalaln 
pmpdilan; 

2. t:ida.k pemah/eedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat bera.t 
atau eedang daleJn 1 ( satu) terakhir; 

3. tidak sec!ang diberhent:ikan dari jabatan negeri atau 
dlbebaakan dari jabatan organik; 

4. tidak dalem Jl1- perceraian; 
5.. tidak tnenlpunyai tanggunpn pinjaman/ hutang, 

r 
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Mutasi Masuk dilakukan dengan tata ce.ra aebaga.i berikut: 
a. Pemohon mengaju.kan pennohonan Mutasi Masuk secara tertulis 

yang diketahui Kepala Ineansi Pusat, Pcrangkat Kepala Oaerab 
Pemerintah Provinai dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asa.l kepada 
Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagilimana dlmaksud 
dalaro Pasal 7 ayat (3); 

b. pennohonan Mutasi Ma.suk disampaikan k:epada Bupati dengan 
surat pengantar dari PPK pada lnsansi Pusat/ Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/ Kotaasal; 

c. BKD melaksanakan vcriftk.asi dan validasi persyaratan Mutasi 
Masuk dan melakukan aeleksi mengenai data kepegawaian PNS 
yang akan pindah d.an eeleksi terhadap formaei, kompetensi, 
kinerja clan kajian non teknis; 

d. BKD menyampaikan haail verifikaai, valida.si, scleksi dan kajian 
sebagaimana dimaksud pada hwul' c kepada Tim Pertimbangan 
Mutasi; 

e. Tim Pertimbangan Mutasi mela.lcukan analisi dan kajian untuk 
memberikan pertimbangan kepada Bupati; 

f. Bupati menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan Mutalli 
Masull: yang ditolak dan menyampaikao surat pcnolakan tersebut 
kepada PPK pada Insansi Pusat/ Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/ Kotaasal; 

g. Bupati menerbitkan surat rekomendasi/peraetujuan terhadap 
pennohonan Muta.Bi Masuk yang diterima clan menyampaikao surat 
rekomendasi/peraeh.tjuan teniebut ia,pada PPK pad.a lnunsi Pusat/ 
Pemerintah Provinai cl.an Pemerintah Kabupaten/ Kota asaJ; 

h. Pemohon yang permohonan Muta.al Masuk-nya diterima, wajib 
mengajukan surat pennohonan Muteai Masuk melalui PPK lnstanei 
Pusat/ Pemerintah Provinai dan Pemerintah Kabupaten/ Kota 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. Keputusan Mutasi PNS antar Provinsi ditelapkan oleh Kantor 
Regional Sadan Kepega.walan Negara sedangka Mutaai PNS dalam 
lingkup l (satu) provinsi akan ditetapkan oleh Gubemur Jawa 
Tengah; 

j. berdasarkan Keputusan Mutasi sebagaima.nAl dimakeud pad& 
huruf h, Bupati menerbitkan Keputuaan penempatan PNS pad& 
Pera.ngkat Oaerah. 

k. uli Surat Keterangan Sehat dari tim dokter pemerintah; 
I. fotokopi Surat Nik.ah yang dllc,galillir (apabila aud.ah menlkah); 
m. Surat Pcmyittaan Bereedia ditempat.kan di seluruh w!layah 

Daerah bennaterai culrup; 
n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir; dan 
o. daftar riwayat hid up. 
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(3) Persetujuan pelepasan eebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a beriai tentang pernyataan bahwa dengan adanya Mutaai 
Kehtar tidak akan menganggu/mengurangi kinerja Perangkat 
Daerah yang beniangkutan. 

(41 Pennohonan Mutasl Keluar eebagafrnana dimakaud pada ayat {lJ 
diajukan dengan melampirkan pensyaratan sebagai berikut: 
a. f'otokopi sah keputusan CPNS yang dilegalisir; 
b. fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS yang dilegahair; 
c. fctckopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir yang 

dilegalil!lir; 
d. foto'kopi keputusan konversi NIP baru yang dilegaliair (apabila 

ada); 
e. rorokopi kartu pegawai yang dilegalisir; 
f. fotokopi keputuaan penganglmtan jabatan terakhir yang 

dilepliair (apabila ads}; 
g. fotokopl k.eputusan pengangkatan dalam jabatan funpional 

tertentu yang dilegali11ir (bqi jabatan fungsional tertentu]: 
h. fotokopi Bah basil penilaian prestalli kerja yang sekurang 

kurangn.ya bernilai bail< pada s~p unsur penilaian dalam 
2 (dual tahun terakhir, yang dilegalisir; 

i. fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir dilegaliair 

{2) Permohonan Mutasi Keluar sebageimana dimal<sud pada ayat (I) 
harus diaertai dengan ala.san jelaa dan memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. mendapatkan persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat 

Daerah dimana yang bersangkutan bertugas; 
b. mempunyai nilai prestasi kerja yang paling sedikit bemilai baik 

pada eetiap unsur penile.ian dawn 2 (dua) tahun terakhir; 
c. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani 

hukuman disiplin sedang atau berat; 
d. telah memiliki masa. kerja/pengiibdian sebagai PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerab paling sedikit 10 [sepuluh] 
tahun; 

e. beg! PNS yang mertjalani tupa belajar, setelah menyeleaaikan 
tugas belajar tel.ah kembali melaksa.naken tugas pada 
Pemerintah Daerah paling aedikit 2 (dua) kali masa tugas 
belajar; 

r. telah menyelesa.ika.n administraai keuang;an yang bcrhubungan 
dengan kedinasan. 

(I) Untuk mendukung me.oajemcn sumber daya pegawai eecara 
na~nal, setiap PNSD dapet mengajukan usulan pennohonan 
Mutaai Keluar. 

Pasal 9 

Ragie n T<etiga 
Mutaei Keluar 
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j. fotokopi keputuaan penyeauaian da)am Jabatan Fungaional 
Guru (untuk golongan/ruang 111/e. ke atul yang dilegaliair, 

k. Surat keterangan asli dan ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang: 
1. tidak dalrun proses pemeriksaan atau sedang menjalanl 

hukuman disiplin sedang atau berat berdasa:rkan peraturan 
yang berlaku dan atau tidak aedang berperkara dalam 
penpclilan; 

2. tidak pernah/aedang dijatuhi hukuman difliplin tingkat 
berat atau sedang dalam 1 (aatul terakhir; 

3. tidak aedang diberhentikan dari jabatan negeri atau 
dibebaakan darljabatan organik; 

4. tidak dalam proses perceraia.n; 
5. tidak mempunyai tanggungan pinjaman/ hutang. 

I. fotokopi surat peraetujuan penerimaan dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian pada Insansi Pusat/ Pemerintah Provinai dan 
Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dituju; 

m. asli surat penyataan pereetujuan pelepaaan dari Kepa)a 
Sekolah, Kepala UPf dan/atau Kepe.Ja Peranglr.at Da.erah a.aal 
dimana yang beniangkutan bertugu; 

n, asli Surat Keteranpn Sehat dari tim dokter pemerintah; 
o. fotokopi Surat Nikah yang dilega.lisir (apabila sudah menlkah); 
p. rotokopi aurat tugs.a dins.a auami, apabila alasan Muta11i Keluar 

karena mengikuti kedinaean suami; 
q. Surat ~myataan Beraedia ditempatkan di aeluruh wilsyah 

Daerah bermatera.i cukup: 
r. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dllegalisir; dan 
a. dafta.r riwayat hidup. 

(5) Mutaai Keluar d.ilakukan dengan tata ca.ra aebagal berlkut 
a. Pemohon menpjuka.n pennohonan Mutui Keluar Meara 

tertulia yang telah dibtahui dan dillentjui oleh Kepala 
Perangkat Daerab kepada Bupe.ti; 

b. BKD melakaeo•k•o vmfik&ei clan valid•tl ~ uaul 
Mutaai Keluu aert.a. melakukan llleleni tl!lrludap lormaei chm 
kajian non tekn.111; 

c. BKD menyampaikan haail verifilcaai dan valida.si penyaratan 
usu) Mutasi Keluar serts haeil seleksi terhadap formaai 
sebagafmane dimaksud pada huruf b kepada Tim Pen:imbangan 
Mu!Jlfli; 

d, Tim Pertimbengpn Mutui melakukan anali• dan kajian untuk 
membenlcan pertimbangan kepeda Bupati; 

e. terhadap permohonan Muwi Keluar yang ditolak, Bupad 
menyampa.ilou, 11urat penolskan tet11ebut kepiuia PNS yang 
benlangkutan dengan tembuean kepada Kepala. Perang]<at 
Daerah; 

f. terhadap permobonan Muta.a:i Keluar yang diaetujui, Bupati 
menerbitkan aurat persetajuan Mutaei Keluar kepada PNS yang 
beraangkutan dan kepads Gubernur Jawa Tengah; 

g. Gubemur Jawa Tengah menerbitkan surat penawaran Mutasi 
Keluar ke lnstansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupattn/Kota 
yangdiwju; 

r 
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Tim Pertimbangan Mut.asi sebagairoana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai mgas· 
a. membantu Bupe.ti daJarn merumuskan kebijakan di bidang mutasi; 
b. melakseoakan kebijakan di bidang muta&i dengan memperhatikan 

pcnetapan formasi dan kebutuhan PNS serta kemampuan angganm; 
c. menetapkan rincian atau kuaJi6kasi fonnasi m.uta&i PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 
d. melakukan analisa, meneliti clan memberikan penimbangan kepada 

Bupati dalaro pengambilan keputusan persetujuan/ penolakan 
terhadap sctiap pengajuan Mutasi. 

Pasal 11 

(1) Untuk meroberil<a.n masukan kepada Bupati sebegai bahan 
pengambilan keputusan di bidang Mutasi, dibentuk Tun 
Pl:?rtimbangan Muta.sl dengan Keputusan Bupati. 

('2) Susunan kellll!!&Otaan Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana 
diroaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua; 
b. KepeJa Sadan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris; 
c. Allisten Pemerintahan selaku Anggota; 
d. Asi&cn Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat selaku Anggota; 
e. KepaJa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah 

se!s Im Anggota; 
L Inspektur sdalru Anggota. 

BABlD 

1lM PERTIMBANGAN MUTASI 

Pasal 10 

h. lnstanai Pw!at/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituju 
memberikan per11Ctujwm/penolakan perpindahan dengan 
memperhatikan kebutuhan formasi yang tersedia; 

,. PPK pada Instansi Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
tujuan mutaai menerbitkan Keputusan penerimaan: 

j. Kantor Regional Sadan Kepega.waian Negara menetapkan 
keputusan Mutasi PNS an tar provinsi dan Oubemur Jawa Tengah 
menetapkan Mutasi PNS delaJn lingkup l (aatu) povinsi; 

k. berd.uarlcan keputusan Mutasi sebag,a.imana dimaksud pa.da 
huru! j, Bupati menerbitJ<an surat penycrahan/penghadapan kc 
lnstansi Pueat/Pemerintah Provinsi/Kabupa.ten/Kota tujuan 
Mutasi Keluar. 
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(2) Dalam hal fonnasi pa.da tahun berjalan membutuhkan kualifikasi 
pendidikan dan jabatan eebaga.imana dimiliki Pemohon, maka 
permohonan de.pat diproaea ke seleksl tahap berikutnya. 

(1) Selekai Fonnasi dilakukan untuk mengetahui kualifikasi 
pendidikan dan jabetan Pemoh.on yang merupakan bahan 
pertimbangan utama dalam memberikan persetujuan/penolakan 
pennohonan Mutasi. 

Pasal 14 

SELEKSI FORMASI, KOMPETENSI, KlNERJA 
DAN KAJJAN NON TEKNIS MUTASI 

BABfV 

(lJ Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tuge..s 'Nm 
Pertimbe.ngan Mutasi, dibentuk Sekretariat Tim Pertimbangan 
Muta8i yang ditetapkan dengan Keputu119.11 Kepala BKD. 

(2) Sekretariat Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 mempunyai tugas melakaanakan vertfikasi clan validasi 
persyaratan Mutasi PNS berka.itan dengan formasi. kompetensi, 
kinerja clan kajian non telmis. 

Pase.l 13 

(2) Pertimbangan Tim Pertimbangan Mutasi berupa dapat atau tidak 
dapat dikabulkannye. permohonan mutasi disampaikan kepada 
Bupati oleh Pejabat yang Berwene.ng. 

[3) Pertimbangan Tim Pertimbe.ngan Muta.al aebagai dasar bagi Bupati 
untuk menerbitkan Keputuaan penietajuan mutasi a.tau aurat 
penolakan mut.ui. 

( I ) Dalam eetiap memberikan pertimbangan kepada Bupati di bidang 
Mutasi, Tim Pertimbanpn Mutairi wajib rnendasarkan pada: 
a. formasi dan kebutuhan pep.wai; 
b. penempatan pepwai; 
c. kemampuan/kompetenai teknis; 
d. kelengkapan dan kebenaran syarat-ayarat ad.nrinist:ra&i; 
e. pembinaan karier PNS; dan 
f. kemampuan keuangan daeeah. 

Paaal 12 

, 
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(3) Kajian non teknia dUalcukan untuk mengetahui hal-hal non-teknia 
yang dapat dijadikan pertlmbangan untuk meroproses permohonan 
Mutaai, antara lain: 
a. alaaan mengajuka.n mutaai; 
b. jarak lokaai tempat kerja denga.n rumah linggal; 
c. aktlvltaa aoaial; 
d. kond.iai fis.ik/ mental; 
e. kondlai keluarga; 
r. kondiai perekonomian; 
g. eedang mengikuti pro11ea pembelajaran; 
h. pe.rtimbanpn non teknia lain yang di1111mpailcan oleh ~ohon. 

(4) A11pek penila.lan yang dilakukan dalern eelekld pennohonan Muta.al 
tudiriatu: 
a. penampilan; 
b. aikap/perilaku; 
c. kemampuan komunlkaai; 
d. kepriba.dian; 
e. komitmen pada rugaa; 
f. l.atar be~al•Mn permohonan mutaai; 
g. kompeten.i bid.ang tugaa; 
h. preatul; 
i. aktivitaa berorganisaai/bennaayarakat; 
j. kemampuan menangkap malllllah dan memberikan soluei, 

(2) Seleksi kinerja cb1akukan untuk mengetahui rekam jeja.k kinerja 
Pemohon berda8arkan ha.ail keterangan Pejabat Yang Berwenang 
pada lnatanai asal. 

(1) Seleksi kompetenai dilakukan untuk mengetahui kompetensi 
individual da.n prestasi kerja Pemohon berda8&1'kan basil 
keterangan Pejabat Yang Berwenang pada lnatanai asal. 

Paaal 15 

(4) Oalam hal terhadap penolakan aebagaimana dimak&ud pada 
ayat (2) sudah diterbitkan surat penolakan, maka preses mutaai 
batal. 

(3J Da1arn hal berdaaarkan fonnaai pad.a tahun berjalan tidak 
dibutuhkan kualiflkaai aebagairoana dirniliki Pemohon, maka 
prosee pengajuan Mutaai ditolak. 
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(61 Perpenjangan m.aaa tugas bagi PNS aeau PNSD yang 
dlpekerjalal.n/diperbantukan sebagaimana dimakaud pada ayat (3). 
eyat (4} dan ayat (5) wajib dileporkan kepada Bupati u.p. Kepala 
BKD. 

(5) PNSD yang dipekerjakan/diperbantukan pad.a lembaga ewaata 
dalrun wilayah Daerah dila.kukan daiain jangka walctu paling Jama 
5 (lima) tahun dan dapat diperpe.njang eesuai kebutuhan dan 
kepentingan dines. 

(2) PNS pada lnatanai Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jain 
dapa.t dipekerjakan/diperbantukan di Pemerintah Daerah. 

(3) PNS pada lnstanai Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain 
yang dipekerjakan/diperbantu.kan di Pemerintah Daerah dilakuks.n 
daJern jangka waktu pa.ling lama 2 (dua) tahWl dan d.ape.t 
dipetpanjang-.iai kebutuhan dan epentinpn dinae. 

(4) PNSD yang dipekerjakan/diperbantukan pada lnstansi 
Pusatj Pemerintah Provinai/Kabupaten/Kota lain dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 
sesuai kebutuhan clan kepentingan dinas. 

lnatanai 
lernbaga 

(11 PNSD dapat dipekerjakan/diperbantukan di 
Puaat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain atau 
swasta dalam wiJayah Daerah. 

Pasal 17 

(I) Pemerintah Daerah dapat menerima/menugaskan PNS dengan 
status dipekerjakan atau diperbantu.kan dari/ke lnstanai 
Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain. 

(21 PNS yang bekerja di Iuar lnetansi lnduk dilakukan rnelalui 
dlpekerja.kan atau diperbantukan. 

(31 PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaku.nakan tugas di 
luar Jmitanlli lndulmya dan gajinya dibebankan pada lnstansi 
lnduknya. 

(4) PNS yang diperbantukan adalah PNS yang meJakasanakan tuga.s di 
luar lnstansi lnduknya dan gajinya dibebankan pada Instanei yang 
menerima perbantuan. 

Paul 16 

PNS YANG BEKERJA DI WAR INSTANSI INDUK 

BABY 
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{l) PNS pada lnstansi Pusat/ Pcmerintah Provinai/ Kabupaten/ Kota 
lain yang akan dipek.erjakan/cliperbantukan di Pemerintah Daerah 
harue memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. telah mendapatkan keputusan dipekerjakan/diperbanrukan 

dari lnstansi Pueat/ Pcnerintah Prnvinsi/ Kabupaten/ Kota lain 
asal; 

b. mengajukan secara tertulia kepada Bupati u.p. Kcpala BKD 
dengan di8ertai aJaaan yangjelas; 

c. terdapat formaai lowong yang dapat diisi: 
d. melaksanakan ~ps dengan baik pada lnatanai llll&l yang 

dinyata.lca.n oleh paling rendah Pejabat Eeelon II; 
e. mempunyai nllai ~atui kerja yang paling eedilcit bemilai balk 

pada. setiap unaw- pen.ilaian dalam 2 (dua) t.ahun terakhir; 

Pasal 19 

(2) PNSD yang diperbantukan di fnstam,i Pusat/ Pernerintah Provinlli/ 
Kabupaten/ Kota lain atau lembap swasta dalarn wilayah Daerah: 
a. tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan dari Pemerintah 

Daerah; 
b. berhak memperoleh Penilaian lunerja yang dibuat oleh Pejabat 

Peni1ai dan Atasan Pejabe.t Penila.i di unit kerja terca.!Jlt/terakhir 
sebagai PNS, denpn bahan dari atasan langaung di tempat 
penugaaannya. 

(l) PNSD yang dipekerjakan di lnetansi Pueat/ Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota lain atau lembe.ga swaata dalarn wilayah Daerah: 
a. berhak memperoleh gaji. 
b. wajib memaaukkan Japoran kehad.irao dan kegiatan &etiap 

bu.Ian berjalan eerta menyampaikan Penilaian Klnerja ltepada 
Bupati u.p. KepaJa BKD; 

c. wajib melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD, dalam hal 
a.kan dipromoaikan ke jabatan yang lebih tinggi di tempat 
penugasan. 

Pasal 18 

(8) PNSD yang dlpekerjakan/diperbantukan yimg telah berakhir masa 
penugaaannya d.ikembalikan ke Perangkat Daerah dimana PNSD 
yang bcraangk:utan terakhir tercatat sebagai PNS. 

(9) Penugasan dan pengakhiran status PNSD yang dipekerjakan/ 
diperbanrukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7} Terhitung eejak. tanga.l dimulainya penup&Ql, PNSD yang 
dipelcerjakan/diperbantukan eelain di lembega -at.a, status 
kepegawaia.Dnya berada dan dicatat di BKD. 
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f. tidak d•l•m proaca pc:meri.lceean atau aedang menjalani 
hukuman dieiplin IIICdang at.au bera.t berduarkan peraturan 
yang berlaku dan atau tidak sedang be. pcrkara di pengadilan; 

g. berusia paling tinggi 48 (empe.t puluh delapan) tahun dengan 
Pangkat/Oolongan ruang paling tinggi ~nata Tingkat I (lll/d); 

h. siap bekerja dan beniedia ditempe.tkan di seluruh wilayah 
Daerah; 

i, sehat Jasmani clan rohani yang dinyatakan oleh tim dokter 
pemerintah. 

(2) Pennohonan aebe.gai PNS yang dipekerjakan/diperbantukan 
diajukan denpn melampirkan persyaratan sebagai berilrut: 
a. fotokopi li8h kepUtuaatl CPNS yang dilegaliair; 
b. fotokopi ll4b keputu11411 pengangkatan PNS yang dilepliair; 
c. fotokopi aah keputusan kenai.kan ~t terakhir yang 

dilegalieir; 
d. fotokopi keputuaan lronversi NIP baru yang dilegaliair (apabila 

ada); 
e. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir 
r. rotokopi keputusan pengangkatan dalaln jabatan fungaionaJ 

tertentu terakhir yang dilegaliair (apabil.a ada); 
g. fotokopi 88h ha.ail peoilaian prestasi ketja yang sekurang 

kurangnya bemilai balk pada setiap unsur penilaian dala.m 
2 (dua) tahun terakhir, yang d.ilegalisir; 

h. daftar riwayat hidup; 
i, aurat kct.crangan asli dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang pada lnatanai asal: 
l. tidak da)am proses pemeriksaan atau sedang menjalani 

hukuman disiplin eedang atau berat berdasarkan peraturan 
yang berlaku dan atau tidak aedang berperlcara daJarn 
pengad.ilan; 

2. tidak sedang diberhenti.kan dari jabatan negeri atau 
dibebaskan darijabatan organik; 

3. tidak daJam proeee pen:eraian; 
-4. tidak mempunyai tanggiwpn pinjamao /hutllni, 

j. aali. Surat Kt:terangan Sehat dari tim dokter Pernerintah; 
k. fotokopl ijazah terakhir dllegaliair; 
I. fotokopi Surat Nikah dilegalisir (apabila audah menikah) 
m. Surat Pemyataan Bersedia diternpatkan di aeluruh wilayah 

Daerah berma.terai cukup; 
n. fotokopi keputusan penngasan dinas suarni/iatri di wilayah 

Oaerah dilepliair. 

(3} PNS yang dipeketjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Daerah 
dilakukan dcngan tata cara aebagai berikut: 
a. Bupati mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi 

Pusat/Pemcrintah Ptovinsi/Kabupaten/Kota Lain; 
b. permohonan aebageimana dirnakaud pada huruf a., didaaarkan 

pada analiaia dan kajian terhadap kebutuhan, forma&i dan 
ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan 
Mutaai; 
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(2) Pennohonan penuguan sebaga.i PNS yang 
dipekerjakan/diperbantu.kan pads lnatansi Puaat/ Pemerintah 
Provinsi/ l<abupaten/ Kota lain diajukan dengan melampirkan 
perayaratan sebagai berikut: 
a. fotokopi sah keputuaan CPNS yang dilegalisir; 
b. fotokopi ssh keputusan pengangkaran PNS yang d.ilegali11ir; 
c. fotokopi sah keputuaan keruuxan pa.ngkat terakhir yang 

dikge Ji sir; 
d. fotokopi keputusan konversi NIP baru yang dilega.1.isir (apabila 

ada); 
e. fotokopi kartu pepwai yang dilegaliair; 

(l) Setiap PNSD dapat mengajukan permohonan penugasan sebagai 
PNS yang d.iperbantukan/dlpek.erjak.an dl lnstansi Pusat/ 
Pemeri:ntah Provinai/Kabupaten/Kota lain apabila memenuhi 
ket.entuan sebaga.i berikut: 
a. memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawa.ian 

lnstmw yang d.ituju; 
b, terdapat formaai atas status kepegawaian dipekerjakan atau 

d.iperbantukan pada lnstansi Pusat/ Pemerintah Provinsi 
Provinsi/ Kabupat.en/ Kota Iain yang dituju; 

c. menpjulcan pennohonan secara tertulis kepada Bupati u.p. 
Kepala BKD dengan disertai alasan yang jelas; 

d, melaksanakan tugaa dengan baik pada Pcrangkat Daerah aS8l 
yang dinyatakan oleh KeJ)4lla Perangkat Daerah; 

e, mempunyai nilai prestasi kerja yang paliog aedikit bernilai baik 
pada setiap unaur penilaian daJam 2 (dua) tahun terakhir, 

r. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang meajalani 
hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan 
yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara di pengadilan; 

g. berusia paling tinggi 45 tahun dengan Pangkat/Oolongan ruang 
paling tinggi Penata Tingkat I (JD/dl; 

h. sehat jaamani dan rohani yang dinyatakan oleh tim dokter 
pemerintah. 

Pasal 20 

c. apebila lnatanai Puaat/Pffl!erintah Provinsi/Kabupat.en/Kota 
Lain menyetujui, maka ale.an d.iterbitkan 11Wll1 pereetujuan bagi 
PNS yang akan dipekerjakan/d.iperbantukan dl Pemerintah 
Daerah; 

d. Bupati menetapkan Keputusan tentang PNS dipekerjakan/ 
diperbant:ukan; 

e. eetelah selesai masa tugas dipekerjakan/diperbantukan, Bupati 
mengembalikan PNS yang ber&al'lgkutan lee lnstansi asal. 
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(3) PNSD yang dipekerjakan/ diperbantukan pada Instansi Pu88.t/ 
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain dilakukan dcngan tata 
cara sebagai berikut; 
a. Tnstansi Pusat/ Pcmerintah Provinai/ Kabupaten/ Kota lain 

mengajukan pennohonan eecara tertulis kcpada Bupati u.p. 
Kepala BKD dengan disertai alaaan yang jelaa; 

b. BKD me.lakukan vcrifikasi clan ve.lidasi persyaratan dan hasilnya 
disampaikan kcpada Tim Pertimbangan Mutaai; 

e. Tim Pcrtimbanpn Muta1i melakukan ana!isia clan kajian serta 
hasilnya diampaikan k.epada Bupati dalam bentuk. nota 
per tlmbengan; 

d. apabila Bupati mcnyctujui, maka diterbit.kan surat peraetujuan 
bagi PNSD yang akan dlpekerjakan/diperbantukan pada 
lnstansi Pu98t/ Pcmerintah Provinsi/l<abupatcn/Kota lain; 

e. lnstansi Puaat/Pemerintah Provinai/Kabupaten/Kota lain 
menerbitkan kepurusan tcnrang PNS yang dipekcrjakan/ 
diperbantukan; 

[ sctelah aelcaai mass. tugas dipelcerjakan/diperbantu.kan, 
lnstanlli Pusat/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kot.a lain harus 
mengcmballkan PNSD yang bereangkutan la:pada Peroerint.ah 
Daerah; 

g. terhadap PNSD yang telah scleaai mer\jalani tuga.a 
dipckerjakan/dipcrbantukan, Bupati selanjutnya menetapkan 
keputusan penetapan PNSD yang ber88.ngkutan di Perangkat 
Daerah asa1 atau Perangkat Daerah lain seauai lcebutuhan. 

f. fotokopi 11:eputullllll penpng)ratan dalam jabeltan funpioN!I 
tertenn; terakhir yang dileplisir (apabila ada); 

g. fotokopi sah haail penila.ian ~stasi .lcerja yang aelrurang 
kurangnya bcmilai be.ik pada setiap unsur penilaian dalam 
2 (dua) tahun tcrakhir, yang dilegalisir; 

h, daftar riwayat hidup; 
i. surat keterangan asli dan ditandatangani oleh Kepala Perang)mt 

daerah: 
1. tidal< dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani 

hukuman disiplin scdang atau berat berdaaark:an peraturan 
yang berlalcu dan atau tidak aedang berperkara dalam 
pengadilan; 

2. tida.k sedang diberhentikan dari jabatan negeri atau 
dibebaskan dari jabat:an orpnik; 

3. tidak dalam proses perceraian; 
4. tidak mcmpunyai tanggungan pirtjaman /butang. 

j. asli Surat Keterangan Sehat dari tim dokter Pernerintah; 
k, fotokopi ijuah terakhir dilegalisir; 
1. fotokopi Surat Nikah dilegaliair (apabila sudah mcnikah). 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 20 SERJ It NOMOR 17 

TRI HANDOYO 

Ttd. 

Diundangkan di Purworejo 
pada ta.nggal 31 llei 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttcl. 

AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 31 lllei 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupet.i 1ni dengan penernpatannya da1am Betita Daerah 
Kabupat.cn Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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KETENTUAN PENUTUP 

BABVI 

 


